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ABSTRAK

A : an gebagal pengembangan
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PENDAHULUAHN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan tanah dewasa ini semakin meningkat
dan banvak mendapat sorotan masvarakat, terutama menge-
nai tanah vang digunakan untuk kepentingan pembangunan.

Tanah adalah merupakan salah satu modal utama
pembangunan, seperti diketahui hampir setiap pelaksanaan
pembangunan membutuhkan tanah, baik oleh pemerintah,
swagta maupun perorangan. Sebagail akibat pesatnva pem-
hangunan sering dijumpai berbagai kendala dan hambatan
dalam menvelesaikan masalab pertanahan, yang menimbulkan
berbagai gejolak sosial dalam masyarakat karena kebu-
tuhan akan tanah di daerah perkotaan semakin tinggil.

Kotamadya Padang meruprakan ihukota Propinsi
Sumatera Barvat dan Juga merupakan salah satu daerah
tingkat I7 vang memedgang peranan penting dalam pem-
bangunan. Hal ini disebabkan Kotamadya Padang merupakan
pusat pertumbuhan wilayah Sumatera Barat yang berfungsi
sebagal pusat pemerintahan, perdagangan, 1industri,
pendidikan, pariwisata serta Lransportasi.

tanah di Kotamadya Padang,
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menunjukkan kecendrunoan meningkat karena lajunva

11
-

cepat dan diikuti pula coleh

i

pertumbuhan penduduk vang

kebutuhan akan tempat tinggal atau pemukiman dan pem-

bangunan fasgilitas lainnva. Untuk perluasan Kotamadya
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HASIL PENELITIAN

A. SBituasi dan kondisi kawasan pembangunan jalan By
Pass Kotamadya Padang

Kotamadya.Padang mempunyai wilava cukup luas
dengan penduduk lebih kurang 650.000 jiwa, sangat memer-
lukan pembangunan sarana dan prasarana fasilitas umum
lainnya. Dari luas wilayvah yvang lebih kurang 694,64 km?,
hanva 24 % vang boleh dikatakan tidak efektif. Dalam hal
ini pemerintah berusaha mengefektifkan daerah-daerah
vang memunckinkan untuk dijadikan tempat atau lokasi
pembangunan proyvek jalan Padang By Pass,

Pembangunan Provek jalan Padang By Pass 1ni
merupakan suatu realligasi dari rencana induk/masterplan
kota Padang. Lokasi areal pembangunan Jalan Padang By

Pass ini terletak di Kketinggian antara 5 sampai 25 meter

LB

dari permukaan laut dencan total panjang jalan Padang By
Pags membentang dari daerah Lubuk Begalung sampai daerah
Lubuk Buava sgepanjang 20,117 km, vang melalul atau

melintasi sungai sebanvak 4 buah. Tanah penduduk vyang

-

ah Padang By Pasg 1ini + 88,27 hektar,

vang terdapat di lima kecamatan dan 16 buah kelurahan,

A, Kecamatan Lubuk Begalung

1. K
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lurahan Tanjuna Sabar

1 Lubuk Begoalung

Kelurah: Bedg

o



BABR VI

PENUTUP

A, Kesimpulan,

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenal

Analisis Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Yang Terkait

dengan Pembangunan Jalan By Pass Kotamadya Padang, dapat

ditarik kesimpulan sebagai berikut

1. Konsolidasi tanah jalan By Pass KXotamadva Padang
dilaksanakan berdasarkan 5SK. Gubernur KEH. T, I
Sumbar No. 181.1.83-199%0 Tentang Penvelesalan
Pembebasgan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Padang By
Pass dengan Cara sistem Kongolidasi Tanah Perkotaan,

SK. Wali Kotamadya Kepala Daerah TK. II Padang No.

188, 45, 267/SK-S8SEK/1989 Tanggal 15 Juli Tahun 1989

Tentang Pembentukan Kelompok Pembantu Tim Teknis
Penvelesaian/Pembebasan Tanah Dan Bangunan Masvarakat

Yang Terkena Provek Pembangunan Jalan By Pasg. Dalam

pelakganaannva proses kegiatan vanog dilakukan berbeda

dengan vang diatur dalam Rancangan Surat Keputugan

Kepala BPN Tahun 1990,

tanah  vang terkait

2. Dalam pelaksanaan konsolidasi

denaan pembangunan jalan By Pass Kotamadya Padang 1ini

oo

ditemui beberapa kendala, seperti status hak tanah
vang disengketakan dalam satu suku dan antar
auku/kaum, pemilik tanah vang tidak setuju tanahnya
dikonsgolidas]i, masalah penempaltan e
haru, serta y vang masih
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gadai, vang semuanya dapat diatasi oleh pemerintah
(dalam hal ini Pemda Tingkat II Kotamadva Padang dan

Padang).

pemarintah dari nasyvarakat

1 U ¥

varg tanahnva terkena proyek konsolidagi pembancunan

b 343,660 M2 dengan nilail

belum adanva Undang-undang khusus

mengenai Konsolidasi tanah, perliu kiranva disusun

suatu Peraturan Undang-undang Tentang Konsolidasi
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nah, sehlingga dapat mengikat semua pihak, Jjadi
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m pelaksanaanva tidak hanva berdasarkan asas

musyawarah/persetujuan saja, sehinggas dapat dirasakan
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adil bagl semua pihak,

supava tidak  terjadi kKerusuhan dan pertikaian

1111k tanah, diharvapkan aparat pemerintah

dalam melakukan tucasnya agar berhati-hati sehingga

tidal verliu dilakukan pepgulangan.
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